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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasasarkan Penelitian dan Analisis yang telah di sampaikan pada Bab-Bab 

Sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :  

Pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan di LPKA Klas I Kutoarjo 

dijalankan dengan bekerjasama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 

(PKBM). Proses pelaksanannya bersifat nonformal, yang dinilai memiliki 

bobot yang sama dengan pendidikan formal. Pelaksanaannya terdiri dari tiga 

kelas yang dibedakan yaitu paket A (SD), paket B ( SMP), dan paket C (SMA). 

Tenaga pengajar juga sudah disediakan untuk memudahkan dalam proses 

pelaksanaan pendidikan.  Terkait pemenuhan pelaksanaan hak Pendidikan di 

LPKA Klas I Kutoarjo belum berjalan baik dengan sebagaimana mestinya, 

dikarenakan adanya beberapa kendala yang ada. Kendala tersebut terkait  

dalam hal administrasi, dimana PKBM tidak dapat melaksanakannya karena 

berkaitan dengan pendataan ke dalam Data Pokok Pendidikan, sehingga tidak 

semua anak mendapatkan hak pendidikan yang pada akhirnya tidak dapat 

memperoleh ijazah. Dalam hal kesadaran anak itu sendiri karena masih 

seringkali pada saat ujian anak-anak binaan tidak datang menghadiri ujian. 

Terakhir, dimana saat status anak sudah bebas, komunikasi dengan orang 

tua/wali tidak terjalin dengan baik.    
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B. Saran  

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan maka penulis mengajukan 

saran yaitu sebagai berikut :  

1. Dikarenakan pihak LPKA dan PKBM yang masih kesulitan dalam hal 

komunikasi dengan pihak keluarga atau wali namun, dengan upaya yang 

sudah dijalankan saat ini melalui grup keluarga dan video call, alangkah 

lebih baik untuk tetap dipertahankan dengan menambah waktu durasi 

saat video call sehingga komunikasi antara LPKA dan PKBM dengan 

orang tua/wali anak binaan dapat berjalan lebih baik, dan penyampaian 

informasi pun dapat dijalankan sesuai harapan.  

2. Dalam hal pendataan ke dalam Dapodik, alangkah baiknya LPKA 

bersama PKBM lebih berperan aktif untuk menyampaikan kendala 

tersebut kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan/atau Dinas 

Pendidikan agar dapat memberikan perubahan terhadap syarat untuk 

mendapatkan pendidikan dan ijazah yang di mana harus melalui 

pendataan di dalam Dapodik, sehingga semua anak binaan dapat 

memperoleh hak  pendidikan dengan maksimal.  

3. Pegawai LPKA yang dapat lebih memaksimalkan dalam proses 

pembinaan pada setiap anak terutama dalam hal kesadaran diri anak-

anak binaan dengan memberikan pengarahan yang mudah dipahami 

oleh anak-anak, sering menjalin komunikasi yang lebih baik agar anak-

anak pun merasa nyaman dan tidak takut sehingga dapat benar-benar 
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serius menjalankan proses pelaksanaan pendidikan di LPKA yang sudah 

diselenggarakan sedemikian baiknya. 

4. Pihak LPKA agar dapat menjembatani ketika anak binaan sudah 

berstatus bebas terutama anak binaan yang asal usulnya tidak jelas untuk 

dapat disalurkan kepada pihak ke ketiga agar tidak terlibat ke ranah 

hukum lagi seperti orang tua asuh, atau dapat disalurkan untuk bekerja 

jika usia sudah memenuhi.  
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